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Abstrak
 

Grasi sangat dibutuhkan dalam pemerintahan suatu negara karena dapat meminimalisasi beberapa resiko

yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana

maksimal seperti pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap innocent people.

Permasalahan timbul ketika seorang Terpidana mati mengajukan grasi dan kemudian permohonan grasi

tersebut ditolak oleh Presiden, namun ketika akan dilakukan eksekusi mati, Presiden mengeluarkan perintah

untuk menunda eksekusi mati tersebut, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum atas penolakan grasi

tersebut, yang berakibat pula penegakan hukum atas tindak pidana narkotika menjadi hilang marwahnya.

Hal tersebut terjadi dalam kasus penundaan eksekusi mati Mary Jane Veloso. Oleh karena itu, perlu

dilakukan penelitian terkait dengan kewenangan Presiden dalam menunda pelaksanaan putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap, dan kebijakan Presiden dalam menunda eksekusi hukuman mati terpidana Mary

Jane Veloso ditinjau dari asas legalitas.

 

Berdasarkan penelitian, penundaan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui grasi

bukanlah upaya hukum, namun merupakan hak Kepala Negara untuk memberikan pengampunan kepada

warganya yang dijatuhi putusan oleh pengadilan. Selain daripada itu, kebijakan presiden dalam menunda

eksekusi hukuman mati terpidana Mary Jane Veloso ditinjau dari asas legalitas telah diatur dalam Pasal 1

ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2008 tentang Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang

Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana). Pengaturan ketentuan undang-undang tersebut merupakan

upaya mewujudkan prinsip checks and balances, sehingga penggunaan kewenangan ini telah dibatasi, yaitu

sebelum Presiden menentukan akan memberikan penundaan eksekusi hukuman mati, maka Presiden terlebih

dahulu diharuskan mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.

......

Grasi is indispensable in the government of a country because it can minimize some of the risk that is feared

as a result of judgment imposed by the judge, especially for maximum punishment such as capital

punishment, namely the possibility of execution of innocent people. The problem arises when a prisoner dies

to pardon and then the request for pardon is rejected by the President, but when the execution will be

executed, the President issued an order to delay the execution of death, thus causing legal uncertainty over

the rejection of the pardon, resulting in law enforcement of crime narcotics become lost marwahnya. This

happened in the case of the postponement of the execution of Mary Jane Veloso. Therefore, it is necessary

to conduct research related to the authority of the President in delaying the execution of verdicts which have

permanent legal force, and the President's policy in postponing execution of death sentence of convict Mary
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Jane Veloso viewed from the principle of legality.

 

Based on the research, the delay in the execution of verdicts that have been legally enforced through pardon

is not a legal effort, but it is the right of the Head of State to grant pardons to his citizens who are judged by

the court. In addition, the president's policy in postponing the execution of the death penalty of convicted

woman Mary Jane Veloso in terms of legality principles has been regulated in Article 1 paragraph (3) of the

1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia and Law Number 1 Year 2006 on Mutual

Assistance In Criminal Matters and Law Number 15 Year 2008 on Ratification of the Treaty On Mutual

Legal Assistance in Criminal Matters (Agreement on Mutual Assistance in Criminal Matters). The provision

of the provisions of the law is an effort to realize the principle of checks and balances, so that the use of this

authority has been restricted, ie before the President determines will give a delay execution of death penalty,

the President must first be considered by the Supreme Court.


